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Pada kasus dalam Putusan No. 703/Pdt.G/2015/PN.Shy terdapat kondisi di mana kakek dan nenek seorang
anak mengajukan permohonan untuk dijadikan wali atas cucunya ketika ayah yang telah ditentukan sebagai
wali anak tersebut sudah tidak mampu mengurus anaknya. Namun menurut pertimbangan Hakim, kakek dan
nenek tersebut tidak dapat memiliki hak asuh karena anak tersebut masih memiliki orang tua dan tidak
memiliki kedudukan untuk mengajukan hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU Perkawinan.

Tulisan ini membahas penggunaan dasar hukum dalam UU Perkawinan dalam penolakan permintaan
perwalian yang dilakukan kakek dan nenek tersebut. Penulisan Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis
normatif dengan metode analisis data deskriptif-analitis sehingga simpulan yang diperoleh berupa
penjelasan eksplanatif.

Dari dilakukannya penelitian ini diketahui bahwa anak yang belum mencapai umur 18 delapan belas tahun
dan belum kawin berada di bawah kekuasaan orang tua meskipun telah terjadi perceraian pada orang tuanya.
Setelah terjadinya perceraian orang tua dapat diberikan status pemegang pemeliharaan anak sedangkan
perwalian baru timbul ketika anak tersebut sudah tidak lagi berada dalam kekuasaan orang tua.

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU Perkawinan, keluarga anak dalam garis lurus ke atas memiliki
kedudukan untuk meminta pencabutan perwalian pada anak. Dengan demikian, kakek dan nenek anak dapat
meminta pencabutan perwalian atau kekuasaan orang tua. Pemberian status wali pada siapapun selama anak
masih berada dalam kekuasaan orang tuanya agar tidak terjadi pelanggaran dalam ketentuan Pasal 50 UU
Perkawinan.

<hr>

Upon the case on Verdict Number 703 Pdt.G 2015 PN.Sby there are grandparents that want to be the
guardian of their grandchild when the parents, whose already became the guardian of hisown child, is
already unable to take care of the child. However, according to the judges rsquo consideration, the
grandparents cannot have the guardianship since the child still has his parents and did not have a legal
standing in requesting guardianship based on Article 49 Marriage Law.

This paper discusses whether if the judge already used the right provision in Marriage Law to reject the
grandparents rsquo guardianship request. This study uses normative with descriptive qualitative data
analysis methods so that the conclusion obtained in the form of an explanatory description.
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From doing this study, it would be known that any children who have not reached the age of 18 eighteen
years and have not married are under the authority of the parents even if they are already divorced. After the
divorce, parents could have the child custody but guardianship status will arise not after the divorce, but
after there are no longer parents rsquo authority. According to Article 49 Marriage Law, the family of a
child has the legal standing to revoke a parents rsquo authority or guardianship.

Therefore, based on Article 49 Marriage Law the grandparents have the right to revoke the parents rsquo
authority or guardianship on their grandchild. Furthermore, the judges should not give a guardianship status
even to child own parents when the child is still in their parents rsquo authority.



